PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor  :  ……./BBE-III……./09

Pada hari ini …….. tanggal …………… bulan ……………… tahun Dua Ribu Sembilan yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ………………… bertindak untuk dan atas nama PT. Bunga Burung Emas berkedudukan  di Jakarta, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. ………………… betindak dan untuk atas nama PT. …………………………….. berkedukan di …………………………, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Bahwa para pihak telah sepakat dan bersedia untu saling mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Impor barang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal  1

Status Para Pihak

1. Pihak pertama adalah perusahaan pengimpor barang (Importir) yang juga bertindak dalam jasa pengurusan ingklaring di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Pihak kedua adalah pemilik barang yang akan di impor dari luar negeri ke wilayah Republik Indonesia

Pasal  2

Ruang Lingkup Perjanjian
2.1. Pihak pertama member izin pihak kedua untuk memakai PT Bunga Burung Emas sebagai perusahaan pengimpor barang milik pihak kedua (Consignee)
2.2.  Pihak kedua bersedia menunjuk pihak pertama untuk melakukan pengurusan dokumen atas barang impor milik pihak kedua (Ingklaring)
2.3. Pihak kedua bersedia menunjuk pihak pertama untuk melakukan pengangkutan atas barang tersebut sampai ke gudang pihak kedua dan atau yang ditunjuk Pihak kedua (Trucking)

Pasal  3

Harga Jasa
3.1. Harga Jasa pemakaian izin impor (Import License) ditentukan     berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
3.2. Harga jasa inklaring dan trucking ditentukan berdasarkan kesepakatan saat penyerahan dokumen inpor sesuai penawaran.
3.3. Perubahan atas harga jasa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal   4

Kewajiban Pihak Pertama

4.1.  Memberi izin kepada pihak kedua untuk memakai PT. Bunga Burung Emas sebagai importir selama masa perjanjian berlaku.

4.2. Melakukan pengurusan ingklaring dan Trucking yaitu :

4.2.1. Mengurus dokumen di KPU Bea Cukai mulai PIB di PPJK sampai SPPB

4.2.2. Mengurus Penebusan Delivery Order (D/O) di kantor Perwakilan Pelayaran

4.2.3. Mengangkut barang (Trucking) dari UPTK sampai ke gudang Pihak Kedua termasuk mengembalikan container  kosong ke terminal Depo yang ditunjuk Pelayaran
4.2.4. Bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan atas pengeluaran Barang Impor yang disebabkan terblokirnya izin impor atau legailitas.

Pasal   5

Kewajiban Pihak Kedua

5.1. Menyerahkan dokumen impor berupa Bill of Lading (B/L), packing List, dan invoice serta dokumen pendukung lain kepada pihak pertama selambat-lambatnya 1 hari sebelum kedatangan kapal.

5.2. Melakukan pembayaran pajak impor (PIB) via dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada pihak pertama

5.3. Menanggung dan membayar biaya-biaya seperti :

5.3.1. Biaya pengajuan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada PPJK

5.3.2. Biaya/Pajak impor yang tertuang dalam PIB seperti Bea Masuk,l PPn, PPh, Cukai beserta Notul (jika ada) serta Biaya izin tambahan karena terkena larangan/pembatasan impor (jika ada)

5.4. Biaya yang timbul pada saat pemeriksaan barang di pelabuhan (Bahandel) sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Barang
5.5. Biaya penebusan  Delivery Order (DO)/jaminan container beserta demurrage jika terjadi keterlambatan, termasuk klaim kerusakan container (jika ada)

5.6. Biaya penumpukan, gerakan ditempat penimbunan pelabuhan beserta denda penumpukkan

5.7. Ongkos pengiriman/Trucking dari UPTK pelabuhan sampai di gudang Pihak Kedua

5.8. Membaya jasa dan jasa kerja kepada Pihak Pertama sesuai dengan yang telah disepakati bersama

Pasal   6

Jangka Waktu Perjanjian

6.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

6.2. Perjanjian ini berlaklu sejak di tandatangani dan selama Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan kerjasama.

Pasal   7

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul akan diseesaikan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hokum dengan memilih tempat kedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pasal   8

PENUTUP

Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak yang akan dituangkan dalaml addendum atas perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta berkekuatan hokum yang sama setelah ditendatanganinya Perjanjian ini oeh kedua belah pihak.

PT.  ………………………………………          

PT. Bunga Burung Emas

(……………………………………….)    


(……………………………)
